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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/67/OT.01.3/SK/1/2021

TENTANG

JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

1.

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan

maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Kualitas pelayanan publik
sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No.25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.
026/KMA/SK/1I/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai
dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam
memberikan pelayanan kepada publik;

Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari
komitmen Pengadilan Agama Wangi-Wangi dalam melaksanakan reformasi
birokrasi di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung RI;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan
Jenis Informasi di Peradilan pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right Of Person
With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang,
Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga
Peradilan;

Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No.
01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada
Mahkamah Agung RI;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;



10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/I1/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan;

11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan
Tamu;

12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi
Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No.
0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di
Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor : W21-
A8/4/OT.01.3/SK/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Jenis Informasi Pada
Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Wangi-Wangi untuk

melaksanakan Pelayanan terhadap Jenis Informasi sebagaimana lampiran I dalam
menjalankan tugasnya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.




LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA

WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/67/0T.01.3/SK/1/2021
TANGGAL : 04 Januari 2021

JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

Jenis-jenis informasi adalah :
(1) Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan yang terdiri dari:

2)

©)

a.

d.

Profil pengadilan, meliputi :

i Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

ii.  Struktur organisasi Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

iii.  Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

iv.  Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

v.  Profil singkat pejabat struktural; dan

vi.  Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan Agama Wangi-Wangi
yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.

- Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Wangi-Wangi.

Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak
kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan Agama Wangi-
Wangi.

Agenda sidang pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi:

a.

Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan
hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.

b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;

C.
d.

e.

f.

Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.

Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan
informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan
informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.

Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.

Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

Informasi program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja pengadilan, yang meliputi:

a.

Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang

sekurang-kurangnya terdiri atas:

i. Nama program dan kegiatan Agama;

ii. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat
yang dapat dihubungji;

iii. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

iv. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

v. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian
Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana
kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.

b. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK]JIP).

d.

Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

i. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan

ii. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku.

Ringkasan daftar aset dan inventaris.

e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan terkait.

(4) Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) poin b adalah:

)

®)

)

Informasi tentang Perkara dan Persidangan yang meliputi:

a. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan Agama Wangi-Wangi, baik yang telah

berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk

fotocopy atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).

Informasi dalam Buku Register Perkara.

Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara.

Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.

Laporan penggunaan biaya perkara.

Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan yang meliputi:

a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang
dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.

b. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang
dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media
cetak atau elektronik).

¢ Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan
jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.

d. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin,
jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.

e. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi:

a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.

b. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.

c.  Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi:

Nama;

Riwayat pekerjaan;

Posisi;

Riwayat pendidikan; dan

Penghargaan yang diterima.

d. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran
Hakim dan pegawai.

e. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.

f.  Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen
pendukungnya.

g Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.

h. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e an o

Ul ol o

Informasi sebagaimana dimaksud adalah:

(1)
2)
)
4)
©)
(6)
(7)

®)

Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;

Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;

DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;

Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;

Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;

Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;

Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau
penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu; dan

Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meja Informasi dibentuk dengan tujuan:

(1)
2)

Memberikan pelayanan informasi secara efektif dan efisien kepada Pemohon informasi.
Menjadi penghubung antara masyarakat dan aparat peradilan sehingga independensi dan
imparsialitas aparat peradilan tetap terjaga.

Setelah terbentuknya Meja Informasi, maka:




(1)  Seluruh pelayanan informasi di Pengadilan hanya dapat dilakukan melalui Meja Informasi.

(2) Majelis Hakim, Hakim dan/atau Panitera Pengganti yang sedang menangani perkara dilarang
memberikan informasi mengenai perkara yang ditanganinya kepada pihak yang berperkara
atau pihak-pihak lain di luar persidangan.

(3) Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti memberikan informasi mengenai suatu perkara
kepada Petugas Informasi.

(4) Aparat Pengadilan selain Petugas Informasi memberikan layanan informasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meja Informasi juga berfungsi sebagai Meja Pengaduan
Struktur pelaksana pelayanan Meja Informasi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi terdiri dari:

(1)  Atasan PPID yang dijabat oleh Pimpinan Pengadilan;

(2) PPID yang dijabat oleh Panitera/Sekretaris;

(3)  Petugas Informasi yang dijabat oleh Panitera Muda Hukum atau Pegawai lain yang ditunjuk
oleh Ketua Pengadilan; dan

(4) Penanggungjawab Informasi yang dijabat oleh para Panitera Muda dan Kepala Sub
Bagian/Kepala Urusan.

Atasan PPID berkewajiban:

(1) Membentuk Meja Informasi;

(2) Mengangkat PPID, Petugas Informasi dan Penanggungjawab Informasi;

(3)  Menyosialisasikan pelayanan Meja Informasi kepada seluruh aparat Pengadilan;

(4) Memberikan pengarahan kepada PPID, Petugas Informasi dan Penanggungjawab Informasi;

(5) Menyediakan pelatihan kepada Petugas Informasi; dan

(6) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan Meja Informasi.

PPID bertugas:

(1) Menyelenggarakan pelayanan Meja Informasi secara memadai;

(2) Mendokumentasikan dan menyediakan informasi sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) poin a dan
b.

(3)  Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Hakim, Pejabat dan Pegawai agar pelayanan Meja
Informasi dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dibantu oleh Panitera dalam hal pelayanan informasi perkara dan
dibantu oleh Sekretaris dalam dalam hal pelayanan informasi non-perkara.
Petugas Informasi memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Memahami tugas pokok dan fungsi pengadilan;

(2)  Mengetahui jenis-jenis informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);

(3) Mampu berkomunikasi dengan baik;

(4) Mampu mengoperasikan komputer; dan

(5)  Memiliki kemampuan lain yang menunjang pelayanan di Meja Informasi.

Petugas Informasi berwenang;

(1)  Menerima dan memilah permohonan informasi;

(2) Meneruskan permohonan informasi tertentu kepada PPID;

(3)  Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim, pejabat dan/atau pegawai tertentu apabila diperlukan
untuk menyediakan informasi yang diminta; dan

(4)  Memberikan informasi yang diminta Pemohon apabila telah tersedia.

Jumlah Petugas Informasi disesuaikan dengan kebutuhan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID.
Penanggungjawab Informasi bertugas:
(I)  Membantu PPID dan Petugas Informasi dalam menyelenggarakan pelayanan Meja Informasi;
(2) Menyiapkan dan menyediakan informasi yang diminta Pemohon.
Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab Informasi bertanggung jawab kepada PPID.
Meja informasi ditempatkan di tempat khusus di dalam gedung pengadilan Agama Wangi-Wangi yang
dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.
Meja Informasi dilengkapi dengan:
(1)  Seperangkat komputer yang terhubung dengan SIADPA / SIPP;



(2) Pesawat telepon;
(3) Formulir dan Buku Register Permohonan Informasi;
(4) Meja dan kursi,
(5) Alat tulis; dan
(6) Sarana lain yang menunjang pelayanan Meja Informasi.
Meja Informasi beroperasi setiap hari kerja sesuai jam kerja yang berlaku di pengadilan Agama Wangi-
Wangi.
Pelayanan di Meja Informasi terdiri dari:
(1) Pelayanan permohonan informasi secara langsung, yaitu apabila pemohon informasi datang
langsung ke Pengadilan Agama Wangi-Wangi; dan
(2) Pelayanan permohonan informasi secara tidak langsung, yaitu apabila pemohon informasi
tidak datang langsung ke Pengadilan Agama Wangi-Wangi tetapi menggunakan telepon atau
alat komunikasi lain.
Pelayanan Meja Informasi terhadap permohonan informasi secara langsung dilakukan dengan prosedur
sebagai berikut:
(1) Pemohon mengisi formulir permohonan, kecuali apabila yang diminta adalah informasi
sederhana yang dapat dijawab secara langsung oleh Petugas Informasi;
(2) Petugas Informasi mengisi Register Permohonan Informasi;
(3) Petugas Informasi mencari informasi yang diminta pemohon;
(4) Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan
informasi tersebut kepada pemohon;
(5) Apabila informasi yang diminta berupa dokumen, Petugas Informasi berkoordinasi dengan
Penanggungjawab Informasi;
(6) Apabila dokumen yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan
dokumen tersebut kepada pemohon;
(7)  Biaya penggandaan dan penjilidan dokumen dibebankan kepada pemohon sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
(8)  Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam
hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku.
Pelayanan Meja Informasi terhadap permohonan informasi secara tidak langsung dilakukan dengan
prosedur sebagai berikut:
(1)  Pemohon menghubungi Petugas Informasi melalui telepon atau alat komunikasi lain;
(2) Petugas Informasi mengisi Register Permohonan Informasi;
(3) Petugas Informasi mencari informasi yang diminta Pemohon;
(4) Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan
informasi tersebut kepada Pemohon;
(5) Permohonan terhadap suatu dokumen hanya dilayani jika Pemohon datang langsung ke
Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
(6) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam
hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku.
Dalam hal Meja Informasi berfungsi sebagai Meja Pengaduan, prosedur dan penanganan pengaduan
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Petugas Informasi berkewajiban menyusun laporan rutin bulanan kepada PPID mengenai pelaksanaan
pelayanan Meja Informasi yang sekurang-kurangnya berisi:
(1) Jumlah permohonan informasi yang diterima selama bulan tersebut;
(2)  Jumlah informasi tentang perkara dan non-perkara yang diminta oleh Pemohon; dan
(3)  Jumlah permohonan untuk masing-masing jenis informasi yang diminta oleh pemohon selama
bulan tersebut.
PPID menyusun laporan rutin setiap tiga bulan kepada Atasan PPID dengan isi sesuai ketentuan
Pengadilan Agama Wangi-Wangi menyusun laporan rutin tahunan mengenai pelaksanaan pelayanan
Meja Informasi. Laporan sebagaimana dimaksud digabung dengan Laporan Tahunan Pengadilan Agama
Wangi-Wangi.
Laporan rutin tahunan sekurang-kurangnya memuat:




(1) Gambaran umum kebijakan pelayanan Meja Informasi Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
(2) Data statistik pelaksanaan pelayanan Meja Informasi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi, yang
meliputi:
a.  Jumlah permohonan informasi yang diterima selama setahun.
b.  Perbandingan jumlah permohonan informasi tentang perkara dan non perkara selama
setahun
¢.  Perbandingan jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak.
Selain membentuk Meja Informasi, Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi menunjuk Penerima Tamu
(Resepsionis) dan Juru Bicara atau Petugas Hubungan Masyarakat untuk memberikan pelayanan
informasi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Penerima Tamu bertugas memberi informasi dan
memandu pihak-pihak tertentu yang akan menemui aparat peradilan atau berurusan dengan peradilan
sesuai ketentuan yang berlaku.Dalam keadaan tertentu, Penerima Tamu boleh dirangkap oleh Petugas
Informasi. Atas perintah dan/atau izin Ketua Pengadilan, Juru Bicara atau Petugas Hubungan
Masyarakat memberikan informasi yang menjadi perhatian umum dan/atau informasi yang berdampak
luas.
Ditetapkan di : Wangi-Wangi
~Pada tanggal : 4 Januari 2021




PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/68/0T.01.3/5K/1/2020
TENTANG

STANDAR LAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

1.

1.

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan

maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Kualitas pelayanan publik
sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No.25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;

Bahwa Dberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.
026/KMA/SK/11/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai
dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam
memberikan pelayanan kepada publik;

Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari
komitmen Pengadilan Agama Wangi-Wangi dalam melaksanakan reformasi
birokrasi di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung RI;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan
Standar Layanan Pengadilan pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right Of Person
With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga
Peradilan;

Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No.
01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada
Mahkamah Agung RI;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;




10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan;

11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan
Tamu;

12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi
Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No.
0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di
Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG
STANDAR LAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN
2021

KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-
A8/5/0T.01.3/5K/1/2020 tanggal 2 Januari 2021 Tentang Standar Layanan Informasi
Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

KETIGA :  Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Wangi-Wangi untuk
melaksanakan Pelayanan sebagaimana lampiran I dalam menjalankan tugasnya.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
“ada tanggal : 4 Januari 2021




LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/68/0T.01.3/SK/1/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

STANDAR LAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETENTUAN UMUM

A. TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan
B. MAKSUD
1. Sebagai bagian dari komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan
Sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan
4. Sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun Standar Pelayanan
Pengadilan pada masing-masing satuan kerja
C. RUANG LINGKUP
1. Pelayanan pengadilan yang diatur didalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah
pelayanan pengadilan pada pengadilan di tingkat pertama dan banding dalam empat
lingkungan badan peradilan serta di Mahkamah Agung
2. Termasuk dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan yang diberikan
oleh Pengadilan khusus
3. Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah yang bersifat nasional dan memberikan
pedoman bagi semua badan peradilan disemua lingkungan peradilan pada semua
tingkatan untuk menyusun Standar Pelayanan Pengadilan pada masing-masing
satuan kerja
4. Standar Pelayanan yang harus disusun oleh Pengadilan Agama Wangi-Wangi harus
memuat :
Dasar Hukum
Sistem Mekasnisme dan Prosedur
Jangka Waktu
Biaya dan tarif
Produk Pelayanan
Sarana Prasarana
Kompetensi Pelaksana
5. Secara umum pengadilan menyediakan pelayanan sebagai berikut :
a. Pelayanan Administrasi Persidangan
b. Pelayanan Bantuan Hukum
c. Pelayanan Pengaduan
d. Pelayanan Permohonan Informasi
6. Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan putusan
pengadilan bukanlah obyek dari pelayanan pengadilan dan oleh karenanya tidak
termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadukan oleh
masyarakat
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D. PENGERTIAN

1.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk
atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk
memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan,
yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah
setiap satuan kerja yang melakukan kegiatan pelayanan pengadilan.

Pelaksana pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat,
pegawai, petugas dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau
serangkaian tindakan pelayanan pengadilan.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai
orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai
penerima manfaat pelayanan pengadilan, baik secara langsung maupun tidak
langsung

Hari adalah hari kerja kecuali disebutkaN lain dalam ketentuan ini.

E. PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN PENGADILAN

1.

2,

Pejabat penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri :

a. Penyelenggara pelayanan pengadilan

b. Pelaksana pelayanan pengadilan

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai

berikut :

Adil dan tidak diskriminatif

Cermat

Santun dan ramah

Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut

Profesional

Tidak mempersulit

Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar

Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas intuisi penyelenggara

Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai

dengan peraturan peradilan dan hukum perundang-undangan yang berlaku

j.  Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan
kepentingan

k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik

. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi
permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat

m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki

N -

sesuai dengan kepantasan dan
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10.

11.

n. Tidak menyimpang dari prosedur

. PENGADUAN ATAS PELAYANAN PENGADILAN

Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik pengadilan

dalam hal :

a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan
dan

b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan

Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang

menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu

menerima pelayanan pengadilan

Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja penyelenggara pelayanan

pengadilan yaitu Pimpinan satuan kerja penyelenggara pelayanan pengadilan yang

memuat :

a. Nama dan alamat lengkap

b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan

¢. Permintaan penyelesaian yang diajukan

d. Tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu

Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama, dan identitas pengadu

dapat dirahasiakan.

Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib memberikan tanda terima pengaduan

yang sekurang-kurangnya memuat :

a. Identitas pengadu secara lengkap

b. Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pengadilan

c. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan

d. Tanda tangan serta nama pejabat pegawai yang menerima pengaduan

Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat

paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-

kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana

dimaksud pada huruf F angka 3.

Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya

selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari

penyelenggara sebagaimana dinformasikan oleh pihak penyelenggara.

Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tigapuluh) hari maka

pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan

ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan

Mahkamah Agung.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat mengambil alih pengaduan atas

pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan

tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk secara diselesaikan atau

dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam meneyelesaikan

pengaduan tersebut.

Setiap penyelenggara pelayanan pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi

penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang

mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi : jumlah

pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan

pengaduan.



G. PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH PENYELENGGARA  PELAYANAN
PENGADILAN

1,

Pengadilan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik
yang diselenggarakannya.

Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip
independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dana tidak memungut biaya.

Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan
tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu,
penyelenggara dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu,
penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.

Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga
kerahasiaan.

Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60
(enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling
lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

H. KETENTUAN SANKSI

1.

Pimpinan satuan kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana
menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak
melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana
diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki
atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau
pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam
melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan pengadilan
dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan
didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di
lingkungan badan peradilan.

I. PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1.

Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan
pelayanan pengadilan pada satuan kerjanya secara terstruktur dan berkala.
Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik
pada seluruh satuan kerjanya secara terstruktur dan berkala.

Penilaian kinerja pelayanan pengadilan dilakukan dengan menggunakan indikator
kinerja yang akan disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan standar pelayanan
pengadilan.

J. PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PADA SEMUA BADAN PERADILAN

1.

Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak standar Pelayanan Pengadilan
diberlakukan, setiap satuan kerja pada semua lingkungan badan peradilan disemua
tingkatan, wajib menyusun standar pelayanan peradilan yang disesuaikan dengan



kondisi pada masing-masing satuan kerja dan kebutuhan masyarakat pada wilayah
hukumnya.

Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan pada satuan kerja harus
mempertimbangkan luas wilayah hukum, moda transportasi, kebutuhan masyarakat,
dan kemampuan pengadilan, terutama dalam menentukan waktu, besaran biaya dan
sarana prasarana yvang disediakan.

Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan pada satuan kerja dilakukan dengan
mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penyusunan standar pelayanan pengadilan pada tiap-tiap satuan kerja dilakukan
dengan berpedoman pada Undang-undang Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan
Pengadilan.

II. STANDAR PELAYANAN UMUM

A. PELAYANAN PERSIDANGAN

1.

w

Sidang Pengadilan dimulai pada jam 9.00 WITA. Dalam hal sidang tertunda
pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan
penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.

Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh
Petugas Pengadilan agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara
berdasarkan sistem antrian atau pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan
dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi dari jam 9.00-12.00 dan sesi siang dari jam
13.00-17.00. Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian.

Pengadilan wajib mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan
pengumuman, situs resmi pengadilan dan media lainnya yang mudah dilihat
masyarakat.

Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari
keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus
untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut,
masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua
Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai atau dapat mengajukannya secara lisan di
hadapan Majelis Hakim.

Pengadilan wajib memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara
pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan
terhitung sejak perkara didaftarkan.

Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan
mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja
informasi, situs pengadilan atau media informasi lainnya.

B. BIAYA PERKARA

1.

Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan pada
perkara pidana.

Besarnya panjar biaya perkara pada tiap-tiap pengadilan ditetapkan melalui Surat
Keputusan oleh Ketua Pengadilan dan wajib diumumkan kepada masyarakat melalui
papan pengumuman atau media informasi lain yang mudah diketahui masyarakat.
Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata, perdata agama dan
tatausaha negara. Besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan




10.

11.

Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau Penggugat tidak akan diminta untuk
membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.

Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara perdata, perdata agama dan tata usaha
negara didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh
dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang dipanggil serta biaya administrasi,
yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.

Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui bank, kecuali di
daerah tersebut tidak ada bank. Pegawai pengadilan tidak dibenarkan menerima
pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang
telah dibayarkan telah tidak mencukupi.

Pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang
tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam
waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang
tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak
berperkara (SEMA No. 4/2008).

Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang
terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Tinggi, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos, ongkos
kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.
Penyelenggara Layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya
hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan
pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya
pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya
pemberitahuan kepada para pihak.

Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas
melalui Bank BRI Cabang Veteran - JI. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat; Rekening
Nomor 31. 46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara
yang bersangkutan.

Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali
ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan
oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim
berkas, biaya pemberitahuan.

C. PELAYANAN BANTUAN HUKUM

1.

Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap
kantor pengadilan.
Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh
pihak-pihak yang tidak mampu.
Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia
bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum
sebagai berikut:
a.  bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
b.  bantuan pembuatan dokumen hukum;
c. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara
pidana
maupun perkara perdata;
e.  rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya




perkara sesuai syarat yang berlaku;

Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.

Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-

pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan

atau kepada Ketua Majelis Hakim.

Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang

berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi

antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi
ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotocopy, biaya
pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara

secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua

Pengadilan dengan melampirkan :

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau
Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga
Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon
bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara

secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.

Prosedur permohonan berperkara secara prodeo :

a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.

b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh
Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat
pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu
kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak
supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang
ketidakmampuan Pemohon.

c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan,
Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan
dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke
Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk
diputus apakah dikabulkan atau tidak.

d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin
berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas
perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.

e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat
berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya
berperkara secara umum.

Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan

memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan

kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau
media lain yang mudah diakses.

D. PELAYANAN PENGADUAN

L

Dasar Hukum:




a. SK KMA Nomor: 076/KMA/SK/V1/2009 tentang Pedoman
PelaksanaanPenanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

b. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

2. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari
masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan
termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan
tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang
substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari
2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang
pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak pengadu menerima layanan pengadilan.

3. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan
Pengawasan MA (http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas/) atau melalui pos
dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti
yang diperlukan.

4. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor
pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi
mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka
petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima
dengan memberikan nomor agenda.

5. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada
pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan
disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai
perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos,
maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah
diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat
Banding,.

6. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor
selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan
didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka
pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor
melalui surat.

E. PELAYANAN INFORMASI
1. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

b. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan

¢. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
Pengadilan

2. Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai :

a. hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak
mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok
dalam proses persidangan;

b. tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;

c. hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
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d. tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan;

e. informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi
publik.

Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau

melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas

pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja

Informasi.

Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan

informasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja.

Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam

jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.

Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses

pengaburaninformasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki

volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.

Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan

informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.

Pengadilan akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar

sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.

III. STANDAR PELAYANAN PADA PERADILAN AGAMA

A. DASAR HUKUM

2,
3.

oo NUg B

10.
11.
12.
13.
14.

HIR/Rbg

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku IT Pedoman Teknis Administrasi
dan Teknis Peradilan Agama

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

Penetapan MARI Nomor: KMA/095/X/2006).

Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL,/8810/1987

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka
Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. PELAYANAN PERMOHONAN

1.

Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapatkan bantuan
hukum dari Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di
Pengadilan Agama setempat yang akan membantu Pemohon untuk menyusun Surat
Permohonannya.

Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat
tinggal Pemohon. Pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan
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memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang

besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohonan

pengangkatan/adopsi anak, Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan

Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, yaitu:

a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau
belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah
kekuasaan orang tua.

b. Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang
ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi,
misalnya karena pikun.

¢. Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam
belas) tahun.

d. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh
satu) tahun.

e. Permohonan pengangkatan anak

f. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh
karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter).

g. Permohonan sita atas harta besama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah
satu dari suami isteri

h. Melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama
seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

i. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita
untuk kepentingan keluarga.

J- Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud.

k. Permohonan penetapan ahli waris.

I, Permohonan penetapan wali adhal, apabila wali nikah calon mempelai wanita
yang akan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam
perkawinan tersebut.

m. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat
Nikah.

n. Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu
calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

0. Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan,
sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi
syarat-syarat perkawinan.

p. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.

C. PELAYANAN GUGATAN

1.

Para Pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada

Petugas Meja Pertama sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) rangkap untuk

Maijelis Hakim dan arsip. Dokumen yang perlu diserahkan adalah :

a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.

b.  Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasakan
kepada pihak lain).

c.  Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.




10.

d. Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil),
harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/
Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri.
Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

f.  Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan
atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.

Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya

secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dan wajib dicatat oleh Pengadilan.

Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan

diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.

Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan :

a. Jumlah pihak yang berperkara.

b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).

c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan

parapihak untuk sidang ikrar talak.

d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu

dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.

Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara

secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan. (Lihat bagian ILB tentang

biaya perkara)

Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4

(empat) dari Petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar

biaya perkara yang harus dibayar.

Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk

oleh Pengadilan.

Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Pemegang Kas

untuk diberi tanda lunas serta surat gugatan atau permohonan.

Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua

untuk diberikan nomor register.

Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi,

adalah paling lama 1 (satu) hari.

D. GUGATAN KELOMPOK

I

Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq
dan shadagah.

Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan
persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat

a. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok.

b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama
anggota kelompok satu-persatu.

c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan
kewajiban melakukan pemberitahuan.

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak

dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota.




Hakim memutuskan apakah gugatan perwakilan yang diajukan sah atau tidak.
Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka
Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan
untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tata cara gugatan
perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan
dihentikandengan suatu putusan Hakim.

Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk

menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan

maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada

tahaptahap:

a. Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan
perwakilan kelompok dinyatakan sah, selanjutnya anggota kelompok dapat
membuat pernyataan keluar.

b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan
dikabulkan.

Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi

secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme

pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil
kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban
melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

E. PELAYANAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1.

Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah menetapkan Majelis Hakim yang
akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara
didaftarkan.

Ketua Majelis Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya
dalam 7 (tujuh) hari kerja. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus
memperhatikan jauh-dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan
tempat persidangan.

Untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri maka tenggang waktu antara
pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat
permohonan pemanggilan dikirimkan.

Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syar'iyah

Pengadilan mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang (dengan
mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman pengadilan atau media
lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, termasuk
para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, paling lama 14 (empat
belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.

F. PELAYANAN MEDIASI

i

Mediasi dalam Persidangan :
a. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan
tidak dipungut biaya.




Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang
disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama
mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para
mediator.

Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator
menjadi beban para pihak.

Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera
menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada
pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan
tidak dipungut biaya.

2. Mediasi di luar persidangan:

a.

b.

Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui
mediator bersertifikat di luar Pengadilan.

Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan
kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian
Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan
gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi
dan sertifikat mediator.

G. PELAYANAN ADMINISTRASI UPAYA HUKUM
1. Pelayanan Administrasi Perkara Banding

a.

Para Pihak dapat mengajukan permohonan banding kepada Petugas Meja
Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan
atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.
Pengadilan mendaftarkan perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding
kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.
Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank, kecuali di
daerah tersebut tidak ada Bank. Pegawai Pengadilan tidak dibenarkan menerima
pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Pihak Terbanding
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori
banding.

Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke
Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding
diajukan.

Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan
mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh
pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding
diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.

Pengadilan tingkat banding wajib mengirimkan salinan putusan dikirim pada
pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak. Panitera wajib
membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari.

2. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi




Permohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan
atau penetapan Pengadilan diucapkan dan diberitahukan (dalam hal putusan
tersebut diucapkan di luar hadirnya).

Pemohon kasasi menerima SKUM yang dicap/stempel Lunas oleh Pemegang Kas
setelah menyerahkan bukti pembayaran.

Petugas Meja Pendaftaran meregister permohonan kasasi dan menyerahkan akta
pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.

Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari
kepada pihak lawan.

Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah
pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri.
Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori
kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.
Jawaban atau kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender sesudah disampaikannya memori kasasi harus sudah diterima pada
kepaniteraan pengadilan negeri untuk disampaikan pihak lawannya.

Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan
kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara
(inzage) dan dituangkan dalam akta.

Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak
permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (Berkas A
dan B) ke Mahkamah Agung.

Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang
ditanda tangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh prinsipal apabila
permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah
Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.

Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan
Agama untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2
(dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan
harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara
yang tidak bersifat prioritas.

. Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali

a.

b.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus
delapan puluh) hari kalender.

Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan
menerima SKUM yang telah dibubuhi cap stempel lunas dari Pemegang Kas.
Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan
kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan meregister permohonan
peninjauan kembali.

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib
memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan
memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta
alasan-alasanya kepada pihak lawan.




Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak alasan PK tersebut diterima harus sudah diterima kepaniteraan
untuk disampaikan pihak lawan.

Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima kepaniteraan pengadilan harus
dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban
tersebut.

Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Pengadilan
yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali (harus diketahui oleh
pemohon apabila permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya)
dengan menyertakan akta panitera.

Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera
ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh
Panitera.

Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan
putusan pada Pengadilan Agama pengaju untuk diberitahukan kepada Para
Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan
oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
: 4 Januari 2021
URI, S.Ag., M.H.
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PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : W21-A8/78/HK.05/SK/1/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Menimbang

Mengingat

MENETAPKAN

PERTAMA

PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANG]I,

1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien
merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Wangi-Wangi
dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah

Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya.

2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya
dibidang Informasi dan serta untuk memenuhi ketentuan keputusan
Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka perlu dibentuk Pelaksana

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama.

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2010 tentang
Penerimaan Tamu

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 1-144/KMA/SK/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi
nomor : W21-A8/9/HK.05/5K/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang
Pelaksana Pelayanan Meja Informasi & Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;




KEDUA

KETIGA

Tugas dan tanggungjawab pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi
adalah memberikan informasi kepada publik, yang berkaitan dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan, sebagaimana diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; dan

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI
NOMOR
TANGGAL

: W21-A8/78/HK.05/SK/1/2021
: 4 Januari 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

JABATAN DALAM | JABATAN DALAM

NIP. 19870420 200604 1 002

10.

Harman H Montilamo, S.H., M.H.
NIP. 19861107 201403 1 006

i RS R TP TIM i KEDINASAN
1. | Mashuri, S.Ag.,, M.H. Atasan Pejabat Ketua
NIP. 19770503 200604 1 001 Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
2 Salahudin, S.H.I., M.H. Pejabat Pengelola ' Panitera
NIP. 19720106 200012 1 001 Informasi dan |
Dokumentasi bidang
Kepaniteraan ‘
3. | Riswan Sofyan, S.H.I Pejabat Pengelola ' Sekretaris
NIP. 19850602 200904 1 003 Informasi dan | |
Dokumentasi bidang ;
Kepaniteraan |
4. | M. Akbar Amin, S.H. Petugas Informasi ' Panitera Muda
NIP. 19840429 200604 1 002 - Hukum
5. | Yeti Asmiati Petugas Meja ' PPNPN
Informasi dan
Pengaduan |
6. Sofian, S.H.I. ‘ Panitera Muda
NIP. 19870316 201403 1 003 - Permohonan
8. | Gilang Airlangga, S.H. I~ Analis Sumber Daya
| NIP.198712262019031002 Informasi Manusia Aparatur
9, La Ode Muhamad Masuddin K it d ' Kasubag Perencanaan,
Alimuddin, S.IP by eraa.n an Teknologi Informasi
Kesekretariatan |

dan Pelaporan
' Kasubag Umum dan
' Keuangan

/7 -~

/

[ ~
/
/

_Wangi-Wangi, 4 Januari 2021
2 “Ke G§~$\?ngadiian Agama Wangi-Wangi




PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan
PERTAMA

[u—y

10.

11.

NOMOR: W21-A8/85/HK.05/SK/1/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI

PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien
merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Wangi-Wangi dalam
melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan
empat lingkungan di bawahnya;

Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Wangi -
Wangi dilaksanakan melalui Meja Informasi;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang
Penerimaan Tamu;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2010,
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/V1/2009
tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan
Lembaga Peradilan;

Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
pada Mahkamah Agung;

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja
Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor
W21-A8/16/HK.05/5K/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan
Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;




KEDUA

KETIGA

Membentuk Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Wangi-Wangi
Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Wangi Wangi

-

%{;Pada tanggal : 4 Januari 2021

/. Ketua

| (S

\\/g N URI, S.Ag., M.H

N NNI#/19770503 200604 1001
\ /




LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR: W21-A8/85/HK.05/SK/1/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

TAHUN 2021
1 2 3
Atasan Pejabat Pegelola Irlformasu dan Mashuri, S.Ag., M.H. Ketua
Dokumentasi

Salahudin, S.H.I,,

Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi M.H Panitera
Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi Riswan Sofyan, S Sekretaris
Non Perkara
Pembantu PPID bidang Informasi Perkara Sofian, S.H.L. Panitera Muda Permohonan
Pembantu PPID bidang Informasi Non Perkara | . 2rman H Kasubbag Umum dan Keuanga
embantu idang Info i il | T TR SH, MH asubbag Umum euangan
M. Akbar Amin, S.H. Panitera Muda Hukum
Sofian, S.H.I. Panitera Muda Permohonan
Petugas Informasi Apit Butsiyana, S.H. Jurusita
Yeti Asmiati, S.H. PPNPN
Firdaus Sofyan, S.T. PPNPN
Staf Pendamping Petugas Informasi La Ode Sofyan, S.IP PPNPN
Julisman PPNPN
Riswan Sofyan Sekretaris

Penanggung Jawab Informasi

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
_—Ketua Pengadilan Agama
o ’Tf—%' angi-Wangi
»l‘-\\ AN

m‘%/
13
\.,(\

12 (wa\e

s 2
;(PA 1URL S.Ag., M.H.
. NIR/A9770503 200604 1 001




2

Sofian,
S.H.L

Yeti

Asmiati,
S.H.

M. Akbar
Amin, S.H.

Julisman

Sofian,
S.H.L

Firdaus
Sofyan, S.T.
M. Akbar

Amin, S.H.

La Ode
Sofyan, S.IP

Sofian
S.H.L

Yeti
Asmiati,

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR: W21-A8/85/HK.05/SK/1/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

TAHUN 2021

JADWAL PETUGAS INFORMASI
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

Petugas Informasi

Staf Pendamping
Petugas Informasi

Petugas Informasi

Staf Pendamping
Petugas Informasi

Petugas Informasi

Staf Pendamping
Petugas Informasi

Petugas Informasi

Staf Pendamping
Petugas Informasi

Petugas Informasi

Staf Pendamping

4
SENIN
08-00 —

12.00
sampai
dengan
13.00 -

16.30

SELASA
08-00 -

12.00
sampai
dengan
13.00 -

16.30

RABU
08-00 -

12.00
sampai
dengan
13.00 -

16.30
KAMIS
08-00 -

12.00
sampai
dengan
13.00 -

16.30
JUMAT
08-00 —

12.00
sampai
dengan

5
Memberikan  pelayanan  informasi  kepada
masyarakat/pencari keadilan serta meneruskan ke
narasumber bila diperlukan;
Menginput / memperbarui data ke Meja Informasi;
Melaporkan hasil kegiatan mejadi informasi ke

PPID  (Panitera/Sekretaris) perbulan  melalui
pembantu PPID;
Memberikan  pelayanan  informasi  kepada

masyarakat/pencari keadilan serta meneruskan ke
narasumber bila diperlukan;
Menginput/memperbarui data ke Meja Informasi;
Melaporkan hasil kegiatan mejadi informasi ke

PPID  (Panitera/Sekretaris)  perbulan  melalui
pembantu PPID;
Memberikan  pelayanan  informasi  kepada

masyarakat/pencari keadilan serta meneruskan ke
narasumber bila diperlukan;
Menginput/memperbarui data ke Meja Informasi;
Melaporkan hasil kegiatan mejadi informasi ke

PPID  (Panitera/Sekretaris) perbulan melalui
pembantu PPID;
Memberikan  pelayanan  informasi  kepada

masyarakat/pencari keadilan serta meneruskan ke
narasumber bila diperlukan;
Menginput/memperbarui data ke Meja Informasi;
Melaporkan hasil kegiatan mejadi informasi ke

PPID  (Panitera/Sekretaris) perbulan melalui
pembantu PPID;
Memberikan  pelayanan  informasi  kepada

masyarakat/pencari keadilan serta meneruskan ke
narasumber bila diperlukan;
Menginput/memperbarui data ke Meja Informasi;
Melaporkan hasil kegiatan mejadi informasi ke




S.H. Petugas Informasi 13.00 - PPID  (Panitera/Sekretaris) perbulan  melalui
17.00 pembantu PPID

Wangi-Wangi, 4 Januari 2021

Pejabat Pengelola Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Perkara Informasi dan Dokumentasi Perkara
7 Non Perkara
Salahudin, S.H.I., M.H. Riswan Sofyan, S.H.L
NIP.19720106 200012 1 001 NIP.19850602 200912 1 003
Mengetahui,
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

[5/3:
¢4 ({ 5)

El (=

| URI, S.Ag, M.H
NP.19770503 200604 1 001




KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/337/0T.01.3/SK/4/2021

TENTANG

KETERBUKAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA

Menimbang

Mengingat

WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan

maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Kualitas pelayanan publik
sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No.25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.
026/KMA/SK/11/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai
dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam
memberikan pelayanan kepada publik;

Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari
komitmen Pengadilan Agama Wangi-Wangi dalam melaksanakan reformasi
birokrasi di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung RI;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan
Jenis Informasi di Peradilan pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right Of Person
With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/V1/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga
Peradilan;

Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No.
01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada
Mahkamah Agung RT;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan;

11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan
Tamu;

12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi
Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No.
0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di
Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
TENTANG KETERBUKAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor : W21-
AB/4/OT.01.3/5K/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Jenis Informasi Pada
Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;

Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Wangi-Wangi untuk
melaksanakan Pelayanan terhadap Jenis Informasi sebagaimana lampiran I dalam
menjalankan tugasnya.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 1 April 2021
KETUA

NIP>19770503 200604 1 001



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA

WANGI-WANCI
NOMOR : W21-A8/337/0T.01.3/SK/4/2021
TANGGAL : 1 April 2021

JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

Jenis-jenis informasi adalah :
(1) Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan yang terdiri dari:

@)

®)

a.

d.

Profil pengadilan, meliputi :

i. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

ii.  Struktur organisasi Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

iii.  Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

iv.  Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

v.  Profil singkat pejabat struktural; dan

vi. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan Agama Wangi-Wangi
vang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.

- Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Wangi-Wangi.

Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak
kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan Agama Wangi-
Wangi.

Agenda sidang pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi:

a.

Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan
hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.

b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;

(g}

e.

f.

. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
- Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan

informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan
informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.

Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.

Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

Informasi program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja pengadilan, yang meliputi:

a.

d.

Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang

sekurang-kurangnya terdiri atas:

i. Nama program dan kegiatan Agama;

ii. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat
yang dapat dihubungi;

iii. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

iv. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

v. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian
Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana
kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.

. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).
. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan

ii. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku.

Ringkasan daftar aset dan inventaris.

e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan terkait.

(4) Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) poin b adalah:

1)

2)

3)

(4)

Informasi tentang Perkara dan Persidangan yang meliputi:

a. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan Agama Wangi-Wangi, baik yang telah
berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk
fotocopy atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).

b. Informasi dalam Buku Register Perkara.

¢.  Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara.

d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.

e. Laporan penggunaan biaya perkara.

Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan yang meliputi:

a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang
dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.

b. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang
dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media
cetak atau elektronik).

¢.  Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan
jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.

d. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin,
jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.

e. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi:

a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.

b. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.

¢ Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi:

1. Nama;

2. Riwayat pekerjaan;

3. Posisi;

4.  Riwayat pendidikan; dan

5. Penghargaan yang diterima.

d. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran
Hakim dan pegawai.

e. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.

f.  Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen
pendukungnya.

g Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.

h.  Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi sebagaimana dimaksud adalah:

(1)
2)
3)
4)
®)
(6)
)

)

Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;

Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;

DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;

Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;

Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;

Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;

Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau
penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu; dan

Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meja Informasi dibentuk dengan tujuan:

)
(2)

Memberikan pelayanan informasi secara efektif dan efisien kepada Pemohon informasi.
Menjadi penghubung antara masyarakat dan aparat peradilan sehingga independensi dan
imparsialitas aparat peradilan tetap terjaga.

Setelah terbentuknya Meja Informasi, maka:



(1)  Seluruh pelayanan informasi di Pengadilan hanya dapat dilakukan melalui Meja Informasi.

(2) Majelis Hakim, Hakim dan/atau Panitera Pengganti yang sedang menangani perkara dilarang
memberikan informasi mengenai perkara yang ditanganinya kepada pihak yang berperkara
atau pihak-pihak lain di luar persidangan.

(3) Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti memberikan informasi mengenai suatu perkara
kepada Petugas Informasi.

(4) Aparat Pengadilan selain Petugas Informasi memberikan layanan informasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meja Informasi juga berfungsi sebagai Meja Pengaduan
Struktur pelaksana pelayanan Meja Informasi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi terdiri dari:

(1)  Atasan PPID yang dijabat oleh Pimpinan Pengadilan;

(2)  PPID yang dijabat oleh Panitera/Sekretaris;

(3) Petugas Informasi yang dijabat oleh Panitera Muda Hukum atau Pegawai lain yang ditunjuk
oleh Ketua Pengadilan; dan

(4) Penanggungjawab Informasi yang dijabat oleh para Panitera Muda dan Kepala Sub
Bagian/Kepala Urusan.

Atasan PPID berkewajiban:

(1) Membentuk Meja Informasi;

(2) Mengangkat PPID, Petugas Informasi dan Penanggungjawab Informasi;

(3) Menyosialisasikan pelayanan Meja Informasi kepada seluruh aparat Pengadilan;

(4) Memberikan pengarahan kepada PPID, Petugas Informasi dan Penanggungjawab Informasi;

(5) Menyediakan pelatihan kepada Petugas Informasi; dan

(6) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan Meja Informasi.

PPID bertugas:

(1) Menyelenggarakan pelayanan Meja Informasi secara memadai;

(2) Mendokumentasikan dan menyediakan informasi sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) poin a dan
b.

(3)  Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Hakim, Pejabat dan Pegawai agar pelayanan Meja
Informasi dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dibantu oleh Panitera dalam hal pelayanan informasi perkara dan
dibantu oleh Sekretaris dalam dalam hal pelayanan informasi non-perkara.
Petugas Informasi memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Memahami tugas pokok dan fungsi pengadilan;

(2) Mengetahui jenis-jenis informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);

(3) Mampu berkomunikasi dengan baik;

(4) Mampu mengoperasikan komputer; dan

(5) Memiliki kemampuan lain yang menunjang pelayanan di Meja Informasi.

Petugas Informasi berwenang;:

(1)  Menerima dan memilah permohonan informasi;

(2) Meneruskan permohonan informasi tertentu kepada PPID;

(3)  Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim, pejabat dan/atau pegawai tertentu apabila diperlukan
untuk menyediakan informasi yang diminta; dan

(4) Memberikan informasi yang diminta Pemohon apabila telah tersedia.

Jumlah Petugas Informasi disesuaikan dengan kebutuhan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID.
Penanggungjawab Informasi bertugas:
(1) Membantu PPID dan Petugas Informasi dalam menyelenggarakan pelayanan Meja Informasi;
(2) Menyiapkan dan menyediakan informasi yang diminta Pemohon.
Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab Informasi bertanggung jawab kepada PPID.
Meja informasi ditempatkan di tempat khusus di dalam gedung pengadilan Agama Wangi-Wangi yang
dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.
Meja Informasi dilengkapi dengan:
(1)  Seperangkat komputer yang terhubung dengan SIADPA / SIPP;



(2) Pesawat telepon;
(3) Formulir dan Buku Register Permohonan Informasi;
(4) Meja dan kursi,
(5)  Alat tulis; dan
(6) Sarana lain yang menunjang pelayanan Meja Informasi.
Meja Informasi beroperasi setiap hari kerja sesuai jam kerja yang berlaku di pengadilan Agama Wangi-
Wangi.
Pelayanan di Meja Informasi terdiri dari:
(1)  Pelayanan permohonan informasi secara langsung, yaitu apabila pemohon informasi datang
langsung ke Pengadilan Agama Wangi-Wangi; dan
(2)  Pelayanan permohonan informasi secara tidak langsung, yaitu apabila pemohon informasi
tidak datang langsung ke Pengadilan Agama Wangi-Wangi tetapi menggunakan telepon atau
alat komunikasi lain.
Pelayanan Meja Informasi terhadap permohonan informasi secara langsung dilakukan dengan prosedur
sebagai berikut:
(1)  Pemohon mengisi formulir permohonan, kecuali apabila yang diminta adalah informasi
sederhana yang dapat dijawab secara langsung oleh Petugas Informasi;
(2)  Petugas Informasi mengisi Register Permohonan Informasi;
(3)  Petugas Informasi mencari informasi yang diminta pemohon;
(4)  Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan
informasi tersebut kepada pemohon;
(5)  Apabila informasi yang diminta berupa dokumen, Petugas Informasi berkoordinasi dengan
Penanggungjawab Informasi;
(6)  Apabila dokumen yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan
dokumen tersebut kepada pemohon;
(7)  Biaya penggandaan dan penjilidan dokumen dibebankan kepada pemohon sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
(8)  Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam
hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku.
Pelayanan Meja Informasi terhadap permohonan informasi secara tidak langsung dilakukan dengan
prosedur sebagai berikut:
(1)  Pemohon menghubungi Petugas Informasi melalui telepon atau alat komunikasi lain;
(2)  Petugas Informasi mengisi Register Permohonan Informasi;
(3)  Petugas Informasi mencari informasi yang diminta Pemohon;
(4)  Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan
informasi tersebut kepada Pemohon;
(5)  Permohonan terhadap suatu dokumen hanya dilayani jika Pemohon datang langsung ke
Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
(6) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam
hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku.
Dalam hal Meja Informasi berfungsi sebagai Meja Pengaduan, prosedur dan penanganan pengaduan
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Petugas Informasi berkewajiban menyusun laporan rutin bulanan kepada PPID mengenai pelaksanaan
pelayanan Meja Informasi yang sekurang-kurangnya berisi:
(1)  Jumlah permohonan informasi yang diterima selama bulan tersebut;
(2)  Jumlah informasi tentang perkara dan non-perkara yang diminta oleh Pemohon; dan
(3)  Jumlah permohonan untuk masing-masing jenis informasi yang diminta oleh pemohon selama
bulan tersebut.
PPID menyusun laporan rutin setiap tiga bulan kepada Atasan PPID dengan isi sesuai ketentuan
Pengadilan Agama Wangi-Wangi menyusun laporan rutin tahunan mengenai pelaksanaan pelayanan
Meja Informasi. Laporan sebagaimana dimaksud digabung dengan Laporan Tahunan Pengadilan Agama
Wangi-Wangi.
Laporan rutin tahunan sekurang-kurangnya memuat:



(1) Gambaran umum kebijakan pelayanan Meja Informasi Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
(2)  Data statistik pelaksanaan pelayanan Meja Informasi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi, yang
meliputi:
a.  Jumlah permohonan informasi yang diterima selama setahun.
b.  Perbandingan jumlah permohonan informasi tentang perkara dan non perkara selama
setahun
C. Perbandingan jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak.
Selain membentuk Meja Informasi, Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi menunjuk Penerima Tamu
(Resepsionis) dan Juru Bicara atau Petugas Hubungan Masyarakat untuk memberikan pelayanan
informasi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Penerima Tamu bertugas memberi informasi dan
memandu pihak-pihak tertentu yang akan menemui aparat peradilan atau berurusan dengan peradilan
sesuai ketentuan yang berlaku.Dalam keadaan tertentu, Penerima Tamu boleh dirangkap oleh Petugas
Informasi. Atas perintah dan/atau izin Ketua Pengadilan, Juru Bicara atau Petugas Hubungan
Masyarakat memberikan informasi yang menjadi perhatian umum dan/atau informasi yang berdampak
luas.
Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 1 April 2021
Ketua

719770503 200604 1 001



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

NOMOR : 1-144/KMA/SK/1/2011

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN

a.

Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian
dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi,
sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VI1I1/2007 tentang Keterbukaan Informasi
di Pengadilan;

Bahwa setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan
lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, yang harus dijadikan pedoman pelayanan
informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk pengadilan;

. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang

efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang
sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf ¢
di atas, perlu ditetapkan Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor:
144/KMA/SK/\VI11/2007.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik.

Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Nomor:
01/WKMA-NY/SK/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:
PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (Pedoman Pelayanan
Informasi) merupakan petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi
pejabat di seluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan
peradilan;

Pedoman Pelayanan Informasi adalah sebagaimana tercantum dalam.
Lampiran | Keputusan ini;

{



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Format formulir dan register yang digunakan dalam pelayanan informasi
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran |I sampai dengan
Lampiran Xl Keputusan ini;

Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang dikeluarkan
Pengadilan berdasarkan Pedoman ini tidak dapat dipergunakan sebagai
alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum;

Petugas Informasi, PPID atau Atasan PPID yang melanggar serta
menghalangi pelaksanaan Pedoman ini dapat dikenakan hukuman disiplin
dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang
Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta sanksi
pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Rl Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku lagi; peraturan lain
mengenai pelayanan informasi, tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
al : 5 Januari 2011

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

NG AN

Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;

Panitera Mahkamah Agung RI;

Sekretaris Mahkamah Agung R,

Para Pejabat Eselon | dan Eselon |l di lingkungan Mahkamah Agung RI;
Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI,

Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding; dan

Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.



LAMPIRAN I:

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011

Tanggal : 5 Januari 2011

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

|. DEFINISI

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Pengadilan yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan; baik yang
berkaitan dengan penanganan perkara, maupun yang berkaitan dengan
pengelolaan organisasi pengadilan.

2. Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan tingkat
pertama dan tingkat banding, termasuk pengadilan-pengadilan khusus, dalam
empat lingkungan badan peradilan yang ada.

3. Pemohon adalah warga negara negara dan/atau badan hukum Indonesia yang
mengajukan permohonan informasi ke pengadilan sebagaimana diatur dalam
Pedoman ini dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

4. PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

II. KATEGORI INFORMASI

Kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan terdiri dari:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan
3. Informasi yang dikecualikan.

A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan

A.l. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

1. Profil Pengadilan, meliputi:
a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;
Struktur organisasi Pengadilan;
Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;
Profil singkat pejabat struktural; dan
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4.

f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut
yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.

Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan

Pengadilan.

Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh

biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan

kewajiban Pengadilan.

Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.

A.2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

1.

5.
6.

Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak
mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak
pokok dalam proses persidangan.

Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.

Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan
terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang
bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan
terhadap pelayanan informasi.

Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.

Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

A.3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

1.

Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan

Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Nama program dan kegiatan;

b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon
dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi
Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya
seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.

Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan

b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Ringkasan daftar aset dan inventaris.

Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan

peraturan perundang-undangan terkait.



A.4. Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a.
b.
C.

d.

Jumlah permohonan informasi yang diterima;

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;

Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya
dan permohonan informasi yang ditolak; dan

Alasan penolakan permohonan informasi.

A.5. Informasi Lain

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat
di setiap kantor Pengadilan.

B.

Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung

Selain informasi di atas, Mahkamah Agung mengumumkan pula:

1.

ook wnN

C

Informasi tentang penerimaan calon pegawai, calon hakim dan/atau kebutuhan

calon hakim agung, yang sekurang-kurangnya berisi:

a. Adanya penerimaan;

b. Tata cara pendaftaran;

c. Biaya yang dibutuhkan;

d. Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan

seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;

Tahapan dan waktu proses rekrutmen;

f. Komponen dan standar nilai kelulusan; dan

g. Daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi
lebih dari satu tahap dan daftar yang diterima.

Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Mahkamah Agung;

Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Putusan Mahkamah Agung;

Laporan Tahunan Mahkamah Agung;

Rencana Strategis Mahkamah Agung.

o

Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk
memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat
setiap saat.

C.1. Umum

1.

Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib
diumumkan secara berkala oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung
sebagaimana dimaksud bagian Il.A dan I1.B di atas.

. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Nomor;



3.

4.

b. Ringkasan isi informasi;

c. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;

d. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;

e. Waktu dan tempat pembuatan informasi;

f. Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan

g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

Daftar sebagaimana dimaksud butir 2 tidak boleh memuat informasi yang
dikecualikan.

Format Daftar Informasi Publik dapat dilihat dalam Lampiran II.

C.2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

1.

a bk wbd

Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan
hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk
fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).

Informasi dalam Buku Register Perkara.

Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.

Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.

Laporan penggunaan biaya perkara.

C.3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan

1.

5.

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas
atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.

. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan

pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik
(sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).

Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis
pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.

Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman
disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

C.4. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian

1.

Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah
Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.

. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua

Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan
atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, yang
sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan
yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut,
dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan;

b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan
atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;



c. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan
tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap disikusikan secara lebih
luas;

d. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan

e. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.

Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai

dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.

Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.

Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam

pertemuan yang terbuka untuk umum.

C.5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

1.

8.

Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan
Pengadilan.

Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.

Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi:

Nama,;

Riwayat pekerjaan;

Posisi;

Riwayat pendidikan; dan

Penghargaan yang diterima.

Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan
penyebaran Hakim dan pegawai.

Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut
dokumen pendukungnya.

Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.

Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

® 20 T

C.6. Informasi Lain

1.

Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses pemohon adalah

informasi selain yang disebutkkan dalam bagian Il.A, II.B dan 11.C yang:

a. Tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan (bagian 11.D), yakni
setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian 11.D butir 1;

b. Telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat diakses berdasarkan
keputusan Atasan PPID, PPID, putusan Komisi Informasi dan/atau putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemohon informasi yang merupakan calon Hakim atau calon pegawai dapat

meminta informasi mengenai hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi proses

penerimaan Hakim dan/atau pegawai.



3. Para pihak berperkara atau kuasanya dapat meminta informasi mengenai Berita
Acara Sidang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan.

D. Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi
yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian Il.A,
[1.B dan 11.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

a.

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat
menghambat proses penegakan hukum;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat
mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat
merugikan ketahanan ekonomi nasional;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat
merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan
isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
seseorang;

Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap
rahasia pribadi;

Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain
atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila
dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17
dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:

a.

b.
C.
d

o

Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;

Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;

DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;

Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan
pegawai;

Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
dan



3.

g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam
putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu
sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Pedoman ini.

Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak

dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan

salinan informasi tersebut.

[ll. PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI

Struktur pelaksana pelayanan informasi di tiap-tiap Pengadilan terdiri dari:

1.

>

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);

2. PPID;
3.
4. Penanggungjawab Informasi.

Petugas Informasi; dan

Pelaksana pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

Pada Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, pelaksana pelayanan informasi

dilakukan oleh pejabat sebagai berikut:

a. Atasan PPID dijabat oleh Pimpinan Pengadilan;

b. PPID dijabat oleh Panitera/Sekretaris;

c. Petugas Informasi dijabat oleh Panitera Muda Hukum atau pegawai lain yang
ditunjuk Ketua Pengadilan; dan

d. Penanggungjawab Informasi dijabat oleh Pimpinan unit kerja setingkat
eselon IV.

Pada Peradilan Agama dan Militer, pelaksana pelayanan informasi dilakukan

oleh Pejabat sebagai berikut:

a. Atasan PPID dijabat oleh Pimpinan Pengadilan;

b. PPID dijabat oleh:
i. Panitera atau Kepala Panitera, mengenai informasi yang berkaitan

dengan perkara; dan
ii. Sekretaris atau Kepala Tata Usaha Dalam, mengenai informasi yang
berkaitan dengan pengelolaan organisasi;

c. Petugas informasi dijabat oleh Panitera Muda Hukum atau pegawai lain yang
ditunjuk Ketua Pengadilan; dan

d. Penanggungjawab Informasi dijabat oleh Pimpinan unit kerja setingkat
eselon IV.

Pelaksana pada Mahkamah Agung

Atasan PPID dijabat oleh:

a. Panitera, mengenai informasi yang berkaitan dengan perkara; dan

b. Sekretaris, mengenai informasi yang berkaitan dengan organisasi.

PPID di lingkungan Mahkamah Agung dijabat olen Kepala Biro Hukum dan
Hubungan Masyarakat.

PPID di masing-masing satuan kerja Mahkamah Agung adalah:



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara,;

Kepala Badan Urusan Administrasi;

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan; dan
Kepala Badan Pengawasan.

. Petugas Informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Urusan
Administrasi adalah Kepala Subbagian Data & Pelayanan Informasi.

. Petugas Informasi di masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan dan
Badan Pengawasan adalah Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

. Petugas Informasi di Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan Hukum dan Peradilan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.

. Penanggungjawab Informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan satuan kerja
Mahkamah Agung dijabat oleh Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV.

~® a0 0w

. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Atasan PPID

. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan
dokumentasi di unit/satuan kerjanya secara baik dan efisien.

. Mengangkat PPID.

. Menganggarkan pembiayaan layanan informasi.

. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan
pengumuman dan meja informasi unit/satuan kerjanya serta situs resmi apabila
memungkinkan.

. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit/satuan kerjanya.

. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik di
unit/satuan kerjanya.

. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi
yang mengajukan keberatan.

. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan
Pedoman ini.

. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi
di unit/satuan kerjanya.

10.Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi

Informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada kuasanya.

11.Menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di unit/satuan

kerjanya, jika dibutuhkan.

D. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan PPID

1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi

yang berada di unit/satuan kerjanya.

2. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap

unit/satuan kerja yang meliputi:
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
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b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja
di bawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi
Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara
berkala melalui media yang efektif.

Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan
Petugas Informasi.

Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum
menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.

Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas,
dalam hal permohonan informasi ditolak.

Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan
beserta alasannya kepada Petugas Informasi.

Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi.

10.Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses

11.

berdasarkan prosedur yang berlaku.
PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas,
tanggungjawab, dan wewenangnya.

. Tugas dan Tanggungjawab Petugas Informasi

Menerima dan memilah permohonan informasi.

Meneruskan pemohonan informasi tertentu ke Penanggungjawab Informasi.
Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan
informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya.

Tugas dan Tanggungjawab Penanggungjawab Informasi

Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi
sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

. Penanggungjawab Informasi bertanggungjawab kepada PPID.

. PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI

Pengadilan mengumumkan informasi yang harus diumumkan secara berkala
menggunakan papan pengumuman atau media lain yang mudah dilihat
masyarakat di gedung pengadilan.

Apabila memungkinkan, pengumuman informasi juga dilakukan melalui media:
a. Buku atau terbitan; dan/atau



b. Situs Pengadilan.

3. Khusus untuk Mahkamah Agung, pengumuman dilakukan melalui situs
Mahkamah Agung.

4. Situs pengadilan dikelola dan berada di bawah tanggungjawab
Panitera/Sekretaris Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk Ketua
Pengadilan.

5. Situs Mahkamah Agung dikelola dan berada di bawah tanggungjawab Kepala
Biro Hukum dan Humas.

6. Satuan-satuan kerja di bawah Mahkamah Agung dapat membuat situs resmi
tersendiri yang berada di bawah tanggungjawab PPID masing-masing.

7. PPID memperbarui informasi yang harus diumumkan secara berkala sedikitnya
6 (enam) bulan sekali, kecuali untuk informasi sebagai berikut:

a. Putusan dan penetapan pengadilan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu sejak putusan dan penetapan tersebut dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum;

b. Perma dan SEMA diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah
ditandatangani;

c. Laporan Tahunan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah diluncurkan
secara terbuka;

d. Agenda Sidang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sekali; dan

e. Rekrutmen selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan
rekrutmen.

8. Format pengumuman dibuat dengan ringkas dengan mencantumkan nama PPID
dan/atau Petugas Informasi serta alamat/nomor telepon yang dapat dihubungi
apabila pemohon/pengguna informasi membutuhkan informasi rinci dari
pengumuman yang ada.

9. Pengumpulan informasi yang termasuk dalam kategori yang harus diumumkan
secara berkala dari satuan-satuan kerja terkait di Pengadilan dilaksanakan oleh
PPID setiap tanggal 1 Desember, untuk diumumkan pada tanggal 2 Januari
tahun berikutnya dan 1 Juni untuk diumumkan pada tanggal 1 Juli tahun
tersebut.

V. PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

A. Umum

1. Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

a. Prosedur Biasa; dan
b. Prosedur Khusus.
2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau
media elektronik;

b. Informasi yang diminta bervolume besar;

c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
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d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk
dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus
tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara
tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat

ijin dan diputuskan oleh PPID.

3. Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung
dan informasi yang diminta:

a. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;

b. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah
tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah
diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);

c. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau

d. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk
penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

4. Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan
alasan untuk menolak pemberian informasi.

5. Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan
permohonan.

6. Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru

dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang
berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh
Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

B. Prosedur Biasa

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai
dengan skema alur dalam gambar berikut:

Prosedur Biasa

(" Jika Memerlukan ijin )

" 1 hari kerja

PPID melakukan uji
konsekuensi &

:

Permohonan

ditolak ( Pl menyampaikan

menyampaikan

pemberitahuan kpd

PRID: pemberitahuan ke Pl L Pemohon
. Pl meneruskan . .
Pemggfrrkmiingm permgg?gan ke 5 hari kerja Permohonan
Permohonan ~ ~ Permohonan diterima
Vs JkaTidak O\ diterima
memerlukan ijin
PPID: PJUnit Kerja mencari ;
Petugas Informasi PI meneruskan informasi & PI' menyampaikan
(PI) mengisi permohonan ke menyampaikan pemberitahuan ke
Register Penanggungjawab pemberitahuan ke PPID Pemohon
(R)) informasi di - -
i \ unit kerja J ! 3 hari kerja 1 hari kerja
1

Jika Pemohon mau &
membayar biaya, Pl

Jika Pemohon ingin
melihat dulu

H

Jika Pemohon tdk jadi
meminta informasi, Pl

=)

~

Jika Informasi dpt
diberikan dalam bentuk
softcopy (bebas biaya):

informasi (termasuk

apabila diperlukan)

melakukan pengaburan, .

informasi kepada Pemohon.
Pemohon menandatangani
tanda terima informasi.

rtgiir%gr;:rz%g)t;?gz do"';’;?;%ngkah beritanda bukti Pemohon menandatangani
_J tanda terima informasi
] ] )
Pl menggandakan (fotokopi) * Pl menyerahkan fotokopi

<

J

1

¥

2 s.d. 6 hari kerja, tergantung informasi yang diminta (perlu/tidak dikaburkan), dan kondisi pengadilan
(tersedia/tidak fasilitas penggandaan yg mudah diakses) & dapat diperpanjang 3 harijika permohonan banyak.
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10.

11.

12.

Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan
dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan
Model A dalam Lampiran IlI).

Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan
dalam Lampiran V).

Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada
Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang
diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID
apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya
membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.

PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.

Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal
permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan
Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).

Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID
meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari
dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk
mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam
Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga)
hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani,
dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan
Tertulis PPID dalam Lampiran VI).

Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana
dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya
dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin
melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk
menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi
tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas
Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda
Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).

Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy),
Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke
email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan
dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan
memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang
termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
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13.

14.

15.

C.

Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12
selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan
selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.

Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk
mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir
12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon
menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

Prosedur Khusus

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti
skema alur dalam gambar berikut:

Prosedur Khusus
Informasi dpt
Pl memberikan N diberikan dalam |
pemberitahuan bentuk softcopy (bebas
tertulis: biaya perolehan)
« Estimasibiaya | | -
e penggandaan
Pemohon mengisi « Estimasi waktu o ]
Formulir Pemohon ingin melihat pemohon tdk bersedia
Permohonan T —> dulu d?:fté)r:]rﬁgginaskah L membayar biaya
(" Pidibantu )
Petugas Informasi Penanggungjawab y
(PI) mengisi ") quorma3| . Pemohon membayar
Register mencari informasi biaya,

AN yang diminta. % Pl menyerahkan tanda

terima pembayaran.

Pl menggandakan (fotokopi) « Pl menyerahkan fotokopi
informasi (termasuk informasi kepada Pemohon. .
] Selesai
melakukan pengaburan, * Pemohon menandatangani
apabila diperlukan) tanda terima informasi.

N * ~/ 1 hari kerja

2 s.d. 6 hari kerja, tergantung informasi yang diminta Pemohon (perlu dikaburkan/tidak), dan kondisi
pengadilan (tersedia fasilitas penggandaan yg mudah diakses/tidak).

Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format
Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).

Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan
dalam Lampiran V).

Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja
terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya
perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.

Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID,
Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan
informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir
permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B
dalam Lampiran VIII).

13



Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi
kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk
Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.

Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin
melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk
menggandakan atau tidak informasi tersebut.

. Biaya Perolehan Informasi

. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.

. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya
penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya
transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.

. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang
ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.

. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan
informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi
wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa
pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).

. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau
penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada
pemohon bukan merupakan salinan resmi.

PROSEDUR PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU
DALAM INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN INFORMASI
YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK

1. Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya
dalam situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat
mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan
hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:
a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-
perkara:
() Tindak pidana kesusilaan;
(i) Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalarn rumah tangga;
(i) Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi
dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
(iv) Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara
tertutup.
b. Mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan
pihak terkait dalam perkara-perkara:
(i) Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;
(i) Pengangkatan anak;
(i) Wasiat; dan
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(iv) Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum
persidangannya dilakukan secara tertutup.
c. Mengaburkan nomor perkara dan identitas korban, terdakwa atau terpidana
dalam perkara tindak pidana anak.
2. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak-pihak yang
dimaksud dalam butir 1, meliputi:

a. Nama dan nama alias;
b. Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan;

serta

c. Sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.

3. Identitas saksi ahli dan kuasa hukum para pihak, jika ada, tidak perlu dikaburkan.
4. Pengaburan dilakukan dengan cara:
a. Menghitamkan informasi dimaksud dengan spidol hingga tidak dapat terbaca,
dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (hardcopy); atau

b. Mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah
elektronik (softcopy), dengan tata cara sebagai berikut:

INFORMASI TATA CARA PENGABURAN CONTOH
l. Nama
a. Terdakwa, 1. Nama terdakwa, terpidana "Mulyadi” yang

Terpidana serta
Nama Para Pihak

serta para pihak dalam kasus
tertentu dikaburkan dengan
cara menuliskan status
(kedudukan) mereka dalam
perkara.

2. Jika hanya ada satu orang

terdakwa, nama terdakwa
diganti menjadi
"TERDAKWA”. Jika ada lebih
dari satu terdakwa, maka
nama mereka diganti menjadi
"TERDAKWA 1",
"TERDAKWA II” dan
seterusnya. Hal yang sama
diterapkan bagi Terpidana
dan Para Pihak.

3. Pemberian urutan nomor

dilakukan berdasarkan
urutan pemunculan pada
naskah putusan.

statusnya adalah
terdakwa dalam
perkara dengan
terdakwa tunggal,
menjadi "TERDAKWA”
"Mulyanto” yang
merupakan terdakwa
kedua dalam perkara
yang melibatkan lebih
dari satu terdakwa
menjadi "TERDAKWA
1"

"Mulyatno” yang
statusnya adalah
pengugat ketiga dalam
kasus yang melibatkan
lebih dari satu
penggugat menjadi
"PENGGUGAT III”

b. Saksi

1. Nama saksi dikaburkan

dengan cara menuliskan

e "Sulistami” yang

merupakan saksi
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INFORMASI

TATA CARA PENGABURAN

CONTOH

status (kedudukan) mereka
dalam perkara.

2. Pemberian urutan nomor
dilakukan berdasarkan urutan
pemunculan pada naskah
putusan.

pertama yang
ditampilkan dalam
persidangan menjadi
"SAKSI 1”
"Sulistyowati” yang
merupakan saksi
pertama yang
ditampilkan dalam
persidangan menjadi
"SAKSI 2”

c. Pihak Terkait

1. Nama pihak dikaburkan
identitasnya dengan cara
menuliskan hubungan yang
bersangkutan dengan para
pihak.

2. Jika hanya ada satu orang
pihak terkait maka
pengaburan dilakukan
dengan cara menuliskan
status/hubungan mereka
dengan terdakwa, para pihak
atau korban. Jika ada lebih
dari satu pihak terkait, maka
diberikan urutan nomor
berdasarkan urutan
pemunculan pada naskah
putusan; atau berdasarkan
urutan yang secara jelas
disebut dalam putusan
tersebut. Misalnya anak
pertama, anak kedua, dan
seterusnya.

"Sodikin” yang dalam
perkara perceraian
adalah anak tunggal dari
pasangan yang bercerai,
menjadi "ANAK
PENGGUGAT DAN
TERGUGAT”

"Sobirin” yang dalam
perkara perceraian
adalah anak ketiga dari
pasangan yang bercerai,
menjadi "TANAK 111
PENGGUGAT DAN
TERGUGAT”

"Sobari” yang dalam
perkara perceraian
merupakan adik ipar dari
pihak penggugat, yang
disebutkan dengan
urutan kedua dalam
naskah putusan, menjadi
"ADIK IPAR I
PENGGUGAT”

d. Saksi Ahli

Nama (dan identitas lain) dari
Saksi Ahli tidak perlu
dikaburkan.

e. Kuasa Hukum

Nama (dan identitas lain) dari
Kuasa Hukum tidak perlu
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INFORMASI

TATA CARA PENGABURAN

CONTOH

dikaburkan.

f. Lembaga Negara
dan Lembaga

1. Nama suatu lembaga/badan
hukum swasta yang

e "PT Bakti Sejahtera”
yang merupakan PT

Swasta terasosiasi dengan terdakwa, ketiga yang disebutkan
terpidana, para pihak, saksi dalam naskah, menjadi
atau pihak terkait dikaburkan "PT I
dengan cara menuliskan e "Koperasi Bakti Utama”
bentuk hukum lembaga yang merupakan satu-
lembaga/badan hukum satunya koperasi dalam
tersebut. naskah putusan,
2. Pemberian urutan nomor menjadi "KOPERASI”
suatu lembaga/ badan hukum
swasta adalah berdasarkan
urutan pemunculannya pada
naskah putusan.
3. Identitas lembaga
negara/pemerintahan tidak
perlu dikaburkan.
[I. Alamat
Alamat Alamat seseorang atau badan "JI. Berlian No. 3, RT.001

hukum swasta yang terasosiasi
dengan terdakwa, terpidana,
para pihak, saksi atau pihak
terkait dikaburkan dengan cara
menuliskan daerah tingkat dua
tempat alamat tersebut.

RW.001, Lenteng Agung,
Jakarta Selatan” menjadi
"Jakarta Selatan”

lll. Pekerjaan, Jabatan dan Kesatuan (Instansi)

Pekerjaan, Jabatan
dan Kesatuan
(Instansi)

1. Pekerjaan dan jabatan
terdakwa, terpidana, para
pihak, saksi atau pihak terkait
dikaburkan dengan cara
menjelaskan secara umum
pekerjaan atau jabatan saksi.

2. Pengaburan kesatuan
(instansi) saksi dalam kasus
tertentu yang harus
dikaburkan identitasnya
dilakukan dengan cara
menghapuskan nama
kesatuan.

¢ "Mahasiswi Universitas
Widya Karya” menjadi ”
"Mahasiswi”

e PNS MA KREM-
032/WBR menjadi "PNS”
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INFORMASI TATA CARA PENGABURAN CONTOH

IV. Nomor Induk Pegawai atau yang sejenis (ldentitas Kepegawaian)

Identitas Nomor Induk Pegawai, Nomor -
Kepegawaian Registrasi Pegawai atau

identitas kepegawaian lainnya,
dikaburkan dengan cara
dihapus dari naskah putusan.

VIl. PROSEDUR KEBERATAN

A.

1.

Syarat dan Prosedur Pengajuan

Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan
sebagai berikut:

a. Adanya penolakan atas permohonan informasi;

b. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam bagian Il. A;

Tidak ditanggapinya permohonan informasi;

Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta,

Tidak dipenuhinya permohonan informasi;

Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh
Pemohon atau kuasanya.

Q@ -0 2 0

. Registrasi

Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk
diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format Formulir Keberatan
dalam Lampiran [X).

Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai
tanda terima pengajuan keberatan.

Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register
Keberatan (Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya
kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

. Tanggapan Atas Keberatan

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis
yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID
selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya
pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.

. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
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b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang
berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:

() Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan
yang jelas;

(i) Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk
memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada
Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat
belas) hari kerja;

(i) Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam
memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan
peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14
(empat belas) hari kerja;

(iv) Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon
informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan dalam Lampiran XI).

3. Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID
kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari
kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID
serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

4. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan
atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi
kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya keputusan atasan PPID.

VIll. LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN
INFORMASI

1. Atasan PPID menyusun laporan rutin tahunan mengenai pelayanan informasi
untuk disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung.
2. Sekretaris Mahkamah Agung mengkompilasi laporan rutin tahunan untuk
disampaikan kepada Komisi Informasi.
3. Laporan rutin tahunan, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
4. Laporan rutin tahunan sekurang-kurangnya memuat:
a. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi Pengadilan;
b. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan sesuai
Pedoman ini, yang meliputi:
(i) Sarana dan prasarana pelayanan Informasi yang dimiliki beserta
kondisinya;
(i) Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi beserta
kualifikasinya; dan
(i) Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
c. Rincian pelayanan informasi yang meliputi:
() Jumlah permohonan informasi;
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(i) Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
informasi untuk masing-masing jenis informasi;
(i) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya, dan
(iv) Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
d. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
(i) Jumlah keberatan yang diterima;
(i) Tanggapan atas keberatan oleh Atasan PPID;
(i) Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi; dan
(iv) Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi.
e. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik.
f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi.
5. Laporan sebagaimana dimaksud butir 1 dibuat dalam bentuk ringkasan dan
laporan lengkap.
6. Laporan Pertangungjawaban disusun sesuai format dalam Lampiran XII.
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Logo ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja]
Pengadilan

... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Periode: Januari—Desember ... [diisi dengan tahun]

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

No.

Nama Informasi

Unit Kerja yang
Menyediakan Informasi

Penanggungjawab
Informasi

Waktu dan Tempat
Pembuatan

Bentuk Informasi
yang Tersedia

Jangka Waktu
Penyimpanan/Retensi

KETERANGAN:

Nama Informasi

Unit Kerja yang Menyediakan Informasi

Penanggungjawab Informasi

Waktu dan Tempat Pembuatan
Bentuk Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi

Diisi dengan nama informasi dan ringkasan isi informasi. Termasuk keterangan waktu/periode, apabila
informasi tersebut disusun berdasarkan periode tertentu. Contoh: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tahun
2010.
Diisi dengan unit kerja yang dipimpin Pejabat setingkat eselon 1V yang menyediakan informasi. Contoh:
Subbagian Kepegawaian

Diisi dengan nama jabatan pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Contoh: Kepala Subbagian
Kepegawaian
Diisi dengan waktu dan tempat pembuatan informasi. Contoh: 30 Desember 2010/PN Bale Bandung.
Diisi dengan bentuk informasi yang tersedia, hardcopy atau softcopy.
Diisi dengan jangka waktu penyimpanan, yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang
Kearsipan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Contoh:

*Format ini adalah contoh format manual. Pengadilan dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya dalam format elektronik/menggunakan teknologi teknik

informatika. Namun harus tetap dapat diakses oleh publik serta memuat semua unsur yang termuat dalam format ini.




LAMPIRAN 11l

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

Logo ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] ; Lembaz dkepan
H . e . 1 untu
Pengadilan | ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email] i Pengadilan

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Model A—Untuk Prosedur Biasa

Tanggal Pengajuan Permohonan
Tanggal Pemberitahuan Tertulis*

Nomor Pendaftaran**

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor telepon/email

Rincian Informasi yang
dibutuhkan

Tujuan penggunaan
informasi

Cara memperoleh
informasi**

Melihat/membaca/mendengarkan ****

[]

Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ****

_Cara me_ndapatkan Mengambil langsung |:| Email
informasi**
Petugas Informasi Pemohon Informasi
[ttd] [ttd]
[Nama lengkap] [Nama lengkap]
i(eterangan

Diisi oleh Petugas

*x Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register

Permohonan Informasi

Fkk Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)

Fkkk Coret yang tidak perlu




LAMPIRAN 11l

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

Logo ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] Lembar depan
Pengadilan | -.- [alamat, nomor telepon, faksimili, email] : untuk Pemohon

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permohonan
Tanggal Pemberitahuan Tertulis*

Nomor Pendaftaran**

Model A—Untuk Prosedur Biasa

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor telepon/email

Rincian Informasi yang
dibutuhkan

Tujuan penggunaan
informasi

Cara memperoleh
informasi**

|:| Melihatmembaca/mendengarkan **+*

|:| Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ****

Cara mendapatkan |:| Mengambil langsung |:| Email
informasi**
Petugas Informasi Pemohon Informasi
[ttd] [ttd]
[Nama lengkap] [Nama lengkap]
Keterangan
* Diisi oleh Petugas
*x Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register
Permohonan Informasi
Fkk Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)

Fkkk Coret yang tidak perlu




LAMPIRAN 11l

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

Lembar
belakang

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik
kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat
proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan
hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau
intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga
dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR
PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak
diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang
lengkap.

[ll. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya
permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan
informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis
1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat
diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan
Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak
permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan
tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi
dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



LAMPIRAN IV

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

Logo ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja]
... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]
Pengadilan
REGISTER PERMOHONAN INFORMASI
Periode: Januari—Desember ... [diisi dengan tahun]
Jenis
Permo- ” . K Inf . .
\o. Pen. Nomor Heee honan Status Informasi Bentuk Informasi Keputusan Alasan Hari/Tgl o 'Il';Lnkci?
NG daftaran Tl REMEL | A EEL Kontak el yang _ D Penolakan _ Menerima
Diminta B K Dibawah Penguasaan Belum Naskah Naskah Pemberi- . Inf :
. . Pemberian nformasi
va | Tidak EEnd Didokumen- Cetak Elektronik tahuan [P
tasikan (Softcopy) | (Hardcopy) Tertulis
KETERANGAN:
No. . Diisi dengan nomor urut.
No. Pendaftaran . Diisi dengan nomor pendaftaran permohonan Informasi.
Tgl . Diisi dengan tanggal permohonan diterima.
Nama . Diisi dengan nama pemohon.
Alamat . Diisi denganalamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi yang diminta.
Nomor Kontak . Diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi).
Pekerjaan . Diisi dengan pekerjaan Pemohon Informasi.
Informasi yang Diminta . Diisi dengan detail informasi yang diminta.
Jenis Permohonan . Diisi dengan memberikan tanda (V) di bagian bawah kolom B untuk prosedur Biasa, atau di bagian bawah kolom K untuk prosedur khusus.
Status Informasi . Diisi dengan memberikan tanda (V) bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Pengadilan/Satuan Kerja lain yang menguasai di bagian bawah kolom ‘Instansi’ (bila diketahui), sesuai dengan isian di formulir
pemberitahuan tertulis.
Bentuk Informasi Yang Dimiliki . Diisi dengan memberikan tanda (V) di bagian bawah kolom sesuai bentuk informasi yang tersedia.
Keputusan . Diisi sesuai dengan isi keputusan PPID dalam pemberitahuan tertulis terhadap permohonan informasi.
Alasan Penolakan . Diisi dengan alasan penolakan permohonan informasi oleh PPID.
Hari/Tgl . diisi dengan:

a. hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis
b. hari dan tanggal pemberian informasi kepada pemohon informasi publik
Biaya . diisi dengan jumlah biaya penyalinan informasi yang dibayar Pemohon Informasi.
Tanda Bukti Menerima Informasi . diisi tanda tangan Pemohon Informasi setelah yang bersangkutan menerima naskah cetak atau elektronik informasi yang dimintanya.




LAMPIRAN V

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

Logo ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] ' Lembar untuk
... [alamat, nomor telepon, faksimili, email] ,  Pengadilan

Pengadilan

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
(Rangkap 2)
No. Pendaftaran:*

Nama
Alamat

No. Telp/Email
Rincian Informasi yang
dibutuhkan

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian informasi

didasarkan pada alasan Pasal 17 huruf ......... UU KIP. **

Pasal ..... Undang-Undang ....***

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan
keberatan kepada atasan PPID, yaitu **** selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) *****

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nama, Jabatan & Tandatangan




LAMPIRAN V

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

Keterangan:
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a —i UU KIP.
*kk Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian

dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan
pasal dan undang-undangnya).

Fhkk Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan Pengadilan/Satuan Kerja yang
bersangkutan.

Fhkkk Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana
diatur dalam Pedoman ini.




LAMPIRAN V

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

Logo ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] ' Lembar untuk
... [alamat, nomor telepon, faksimili, email] ! Pemohon

Pengadilan

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
(Rangkap 2)
No. Pendaftaran:*

Nama
Alamat

No. Telp/Email
Rincian Informasi yang
dibutuhkan

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian informasi

didasarkan pada alasan Pasal 17 huruf ......... UU KIP. **

Pasal ..... Undang-Undang ....***

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan
keberatan kepada atasan PPID, yaitu **** selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) *****

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nama, Jabatan & Tandatangan




LAMPIRAN V

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

Keterangan:
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a—i UU KIP.
*kk Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian

dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan
pasal dan undang-undangnya).

Fhkk Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan Pengadilan/Satuan Kerja yang
bersangkutan.

Fhkkk Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana
diatur dalam Pedoman ini.




LAMPIRAN VI
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011
Tanggal :5 Januari 2011
Logo ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] ' Lembar untuk !
... [alamat, nomor telepon, faksimili, email] : Pengadilan .
Pengadilan S :

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi:

Tanggal :

No.

Pendaftaran

Kami menyampaikan kepada Saudaral/i:
Nama :

Alamat

No.Telp/Email

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan:

bila perlu)

No. Hal-hal Terkait Permohonan Keterangan
Informasi

1. Penguasaan Informasi Publik* [ | Tersedia

[ ] Tidak tersedia, dapat diperoleh pada:
2. Bentuk informasi yang tersedia* [ | Softcopy/elektronik

[ ] Hardcopy
3. Biaya yang dibutuhkan** [ ] Penyalinan Rp.

[ ] Pengiriman Rp.

Jumlah Rp.

4. Waktu penyediaan Hari
5. Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon*** (tambahkan kertas

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena:*

[ ]

diperoleh di

Informasi yang diminta tidak ada di Pengadilan ini. Informasi yang diminta dapat

. (tulis jika mengetahuinya)

[ ]

Informasi yang diminta belum didokumentasikan.

[ ]

Informasi yang diminta belum selesai didokumentasikan. Penyediaan informasi yang
belum selesai didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu

harj ****

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)

Nama, Jabatan & Tandatangan




LAMPIRAN VI

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

Keterangan

* Pilih salah satu dengan memberi tanda (V).

*x Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya
yang telah ditetapkan.

Fkk Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

Fkkk Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.




LAMPIRAN VI
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011
Tanggal :5 Januari 2011
Logo ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] ' Lembar untuk !
... [alamat, nomor telepon, faksimili, email] ' Pemohon .
Pengadilan S :

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi:

Tanggal :

No.

Pendaftaran

Kami menyampaikan kepada Saudaral/i:
Nama :

Alamat

No.Telp/Email

Pemberitahuan sebagai berikut:

C. Informasi Dapat Diberikan:

No. Hal-hal Terkait Permohonan Keterangan
Informasi

1. Penguasaan Informasi Publik* [ | Tersedia

[ ] Tidak tersedia, dapat diperoleh pada:
2. Bentuk informasi yang tersedia* [ | Softcopy/elektronik

[ ] Hardcopy
3. Biaya yang dibutuhkan** [ ] Penyalinan Rp.

[ ] Pengiriman Rp.

Jumlah Rp.

4. Waktu penyediaan Hari
5. Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon*** (tambahkan kertas

bila perlu)

D. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena:*

[ ]

diperoleh di

Informasi yang diminta tidak ada di Pengadilan ini. Informasi yang diminta dapat

. (tulis jika mengetahuinya)

[ ]

Informasi yang diminta belum didokumentasikan.

[ ]

Informasi yang diminta belum selesai didokumentasikan. Penyediaan informasi yang
belum selesai didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu

harj ****

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)

Nama, Jabatan & Tandatangan




LAMPIRAN VI

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

Keterangan

* Pilih salah satu dengan memberi tanda (V).

*x Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya
yang telah ditetapkan.

Fkk Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

Fkkk Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.




LAMPIRAN VII

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor  : 1-144/KMA/SK/1/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

Bukti Tanda Terima Pembayaran Penggandaan Informasi

... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] Lambar untuk

Logo L .
... [alamat, nomor telepon, faksimili, email] Pengadilan

Pengadilan

Tanda Terima Pembayaran Biaya Penggandaan Informasi

Telah diterima dari

Uang sejumlah

Untuk biaya penyalinan informasi :

(tempat), (tanggal,bulan,tahun)

(Petugas Informasi)

... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja]
[alamat, nomor telepon, faksimili, email] Lembar untuk
" ! ! ! Pemohon

Logo
Pengadilan

Tanda Terima Pembayaran Biaya Penggandaan Informasi

Telah diterima dari

Uang sejumlah

Untuk biaya penyalinan informasi :

(tempat), (tanggal,bulan,tahun)

(Petugas Informasi)




LAMPIRAN VI
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor
Tanggal

1 1-144/KMA/SK/1/2011
: 5 Januari 2011

Logo
Pengadilan

... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja]

... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]

1 Lembar depan
| untuk Pengadilan
1

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Model B—Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan | |

Nomor Pendaftaran*

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor telepon/email

Rincian Informasi yang dibutuhkan

Tujuan penggunaan informasi

Cara memperoleh informasi**

|:| Melihat/membaca/mendengarkan ***

I:l Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ***

Cara mendapatkan informasi**

|:| Mengambil langsung

|:| Email

Perkiraan biaya penggandaan

Perkiraan waktu informasi dapat

diterima/diambil oleh Pemohon
(setelah digandakan

dan/dikaburkan)

(tanggal,bulan,tahun)

Catatan: tidak dapat lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak
Pemohon membayar biaya, dan dapat diperpanjang 1 (satu)
hari kerja bila diperlukan pengaburan informasi dna dapat
diperpanjang 3 (tiga) hari kerja untuk pengadilan yang tidak
memiliki akses sarana fotokopi yang mudah dijangkau.

Petugas Informasi

Keterangan
*

[ttd]

[Nama lengkap]

Pemohon Informasi

[ttd]

[Nama lengkap]

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register
Permohonan Informasi
*x Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)
i Coret yang tidak perlu




LAMPIRAN VI

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor  : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

Logo ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja]

Lembar depan

1
1

Pengadilan |.. [alamat, nomor telepon, faksimili, email] | untuk Pemohon
1

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permohonan
Tanggal Pemberitahuan Tertulis*

Nomor Pendaftaran**

Model B—Untuk Prosedur Khusus

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor telepon/email

Rincian Informasi yang
dibutuhkan

Tujuan penggunaan
informasi

Cara memperoleh
informasi**

Melihat/membaca/mendengarkan ****

Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ****

_Cara me_ndapatkan Mengambil langsung |:| Email
informasi**
Petugas Informasi Pemohon Informasi
[ttd] [ttd]
[Nama lengkap] [Nama lengkap]
i(eterangan

Diisi oleh Petugas

*x Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register

Permohonan Informasi

Fkk Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)

Fkkk Coret yang tidak perlu




LAMPIRAN VI

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor  : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

Lembar belakang

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik
kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat
proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan
hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau
intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga
dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR
PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak
diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang
lengkap.

[ll. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya
permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan
informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis
1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat
diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan
Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak
permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan
tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi
dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



LAMPIRAN IX

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

Logo

Pengadilan ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja]

... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

D.

Nomor Registrasi Keberatan

Lembar untuk |
Pengadilan '
1

(diisi oleh petugas)
Nomor Pendaftaran Permohonan

Informasi
Tujuan Penggunaan Informasi

Identitas Pemohon
Nama

Alamat

Nomor Telepon

Pekerjaan

Identitas Kuasa Pemohon*
Nama

Alamat

Nomor Telepon

ALASAN KEBERATAN**

Permohonan informasi ditolak.

Informasi berkala tidak disediakan.

Permintaan informasi tidak ditanggapi.

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
Permintaan informasi tidak dipenuhi.

Biaya yang dikenakan tidak wajar.

g. Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

~oo0ow

KASUS POSISI (tambahkan kertas bila diperlukan)

[tanggal], [bulan], [tahun] -

HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN (diisi oleh petugas):




LAMPIRAN IX

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan
terima kasih.

(tempat), [tanggal], [bulan], [tahun]***

Petugas Informasi, Pengaju Keberatan,
(Penerima Keberatan)

( ) ( )

Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan
Keterangan
* Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
*x Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.

i Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.




LAMPIRAN IX

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

Pengadilan ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]

Logo ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja]

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI

INFORMASI PENGAJU KEBERATAN
Nomor Registrasi Keberatan

Lembar untuk |
Pemohon '
1

(diisi oleh petugas)
Nomor Pendaftaran Permohonan

Informasi
Tujuan Penggunaan Informasi

Identitas Pemohon
Nama

Alamat

Nomor Telepon

Pekerjaan

Identitas Kuasa Pemohon*
Nama

Alamat

Nomor Telepon

ALASAN KEBERATAN**

Permohonan informasi ditolak.

Informasi berkala tidak disediakan.

Permintaan informasi tidak ditanggapi.

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

Permintaan informasi tidak dipenuhi.

~o0o0op

Biaya yang dikenakan tidak wajar.

g. Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

KASUS POSISI (tambahkan kertas bila diperlukan)

HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN (diisi oleh petugas):

[tanggal], [bulan], [tahun] -




LAMPIRAN IX

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan
terima kasih.

(tempat), [tanggal], [bulan], [tahun]***

Petugas Informasi, Pengaju Keberatan,
(Penerima Keberatan)

( ) ( )

Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan
Keterangan
* Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
*x Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.

i Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.




LAMPIRAN X

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

Logo ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja]
Pengadilan ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]
BUKU REGISTER KEBERATAN
Periode: Januari—Desember ... [diisi dengan tahun]
Alasan Pengajuan . Putusan
Keberatan _I_Ha”/ ! Pengadilan
Tanggal Informasi Tujuan (Pasal 35 ayat (1) UU | Keputusan angga Nama dan Keputusan atas
: Nomor ] Pemberian .
Pengajuan Nama Alamat Kontak Pekerjaan yang Penggunaan KIP) Atasan Tanauapan Jabatan Hasil Gugatan
Keberatan diminta Informasi PPID zgt?isp Atasan PPID Mediasi Sengketa
* * * * * * *
a* | b*|c* |d*|e* [f*|g Keberatan Informasi
KETERANGAN:
Nomor . diisi dengan nomor pendaftaran pengajuan keberatan
Tanggal : diisi dengan tanggal pengajuan keberatan
Nama . diisi dengan nama Pemohon Informasi
Alamat : diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi
Nomor Kontak . diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi
Pekerjaan . diisi dengan pekerjaan Pemohon Informasi
Informasi yang Diminta : diisi dengan detail informasi yang diminta
Tujuan Penggunaan Informasi . diisi dengan tujuan/alasan permohonan dan penggunaan atas informasi yang diminta
Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU . diisi dengan memberikan tanda (V) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU
KIP) KIP :
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP
b. Tidak disediakannya informasi berkala.
c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta.
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP.
Keputusan Atasan PPID ;. diisi dengan tanggal dan isi keputusan yang diambil oleh Atasan PPID
Hari/ Tanggal Pemberian Tanggapan atas Keberatan . diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan
Nama & Jabatan Atasan PPID . diisi dengan nama dan jabatan Pejabat yang bertindak selaku atasan PPID pada pengadilan atau satuan kerja
Keputusan Hasil Mediasi . diisi dengan tanggal dan isi keputusan hasil mediasi atas sengketa informasi apabila Pemohon menolak keputusan Atasan PPID.
Putusan Pengadilan atas Gugatan Sengketa . diisi dengan tanggal dan isi putusan pengadilan atas gugatan sengketa informasi.

Informasi




LAMPIRAN XI

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] Lembar untuk

Logo - e . l
... [alamat, nomor telepon, faksimili, email] | Pemohon
1

Pengadilan

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN
Nomor *

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan : ** selaku
Atasan PPID di Fxx

Setelah membaca dan mempertimbangkan pernyataan keberatan selengkapnya yang diajukan
oleh:
Nama
Pekerjaan
Alamat
No. Registrasi
Keberatan
Alasan
keberatan

Dan membaca hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh *rrrselaku
PPID (hanya dicantumkan apabila sebelumnya PPID melakukan uji konsekuensi terhadap

permohonan informasi).

Memberikan tanggapan atas keberatan tersebut sebagai berikut:

*kkkk

Dan untuk itu memerintahkan kepada **** selaku PPID
untuk x*xxxx - selambat-
lambatnya hari kerja sejak diterbitkannya tanggapan ini.

(tempat), (tanggal,bulan,tahun)

selaku
Atasan PPID

Ttd

Nama, Jabatan & Tandatangan




LAMPIRAN XI

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

Keterangan:
* Diisi dengan nomor tanggapan keberatan.
** Diisi dengan jabatan Atasan PPID di pengadilan/satuan kerja tersebut. Contoh: Ketua
Pengadilan Negeri Surabaya.
*kk Diisi dengan nama pengadilan/satuan kerja tersebut. Contoh: PN Surabaya.

Fkkk Diisi dengan jabatan PPID. Contoh: Panitera/Sekretaris PN Surabaya.

Fkkkk Diisi dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Fkkkkk Diisi dengan tindakan yang perlu untuk dilakukan oleh PPID untuk melaksanakan tanggapan
Atasan PPID atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon. Contoh: Menyerahkan salinan
informasi yang diminta Pemohon, atau mengembalikan kelebihan biaya perolehan informasi
yang sudah dibayar oleh Pemohon (apabila keberatan berkaitan dengan biaya perolehan
informasi), dst.




LAMPIRAN XI

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] Lembar untuk

Logo = : l
... [alamat, nomor telepon, faksimili, email] i Pengadilan
1

Pengadilan

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN
Nomor *

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan : ** selaku
Atasan PPID di Fxx

Setelah membaca dan mempertimbangkan pernyataan keberatan selengkapnya yang diajukan
oleh:
Nama
Pekerjaan
Alamat
No. Registrasi
Keberatan
Alasan
keberatan

Dan membaca hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh *rrrselaku
PPID (hanya dicantumkan apabila sebelumnya PPID melakukan uji konsekuensi terhadap

permohonan informasi).

Memberikan tanggapan atas keberatan tersebut sebagai berikut:

*kkkk

Dan untuk itu memerintahkan kepada **** selaku PPID
untuk **xxxx - selambat-
lambatnya hari kerja sejak diterbitkannya tanggapan ini.

(tempat), (tanggal,bulan,tahun)

selaku
Atasan PPID

Ttd

Nama, Jabatan & Tandatangan




LAMPIRAN XI

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal :5 Januari 2011

Keterangan:
* Diisi dengan nomor tanggapan keberatan.
** Diisi dengan jabatan Atasan PPID di pengadilan/satuan kerja tersebut. Contoh: Ketua
Pengadilan Negeri Surabaya.
*kk Diisi dengan nama pengadilan/satuan kerja tersebut. Contoh: PN Surabaya.

Fkkk Diisi dengan jabatan PPID. Contoh: Panitera/Sekretaris PN Surabaya.

Fkkkk Diisi dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Fkkkkk Diisi dengan tindakan yang perlu untuk dilakukan oleh PPID untuk melaksanakan tanggapan
Atasan PPID atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon. Contoh: Menyerahkan salinan
informasi yang diminta Pemohon, atau mengembalikan kelebihan biaya perolehan informasi
yang sudah dibayar oleh Pemohon (apabila keberatan berkaitan dengan biaya perolehan
informasi), dst.




LAMPIRAN Xl

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja]
Logo ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]
Pengadilan

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
Periode: Januari—Desember ... [diisi dengan tahun]

A. RINGKASAN LAPORAN

[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan]

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI
1. Sarana dan Prasarana

[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan]



LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal : 5 Januari 2011
2. Sumber Daya Manusia
[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan]
3. Anggaran
4. [diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan]
C. DATA PELAYANAN INFORMASI
Jenis Informasi Jumlah Waktu Rata-rata Jumlah Permohonan Jumlah Alasan Permohonan yang Ditolak***
Permohonan* Pelayanan** yang Dikabulkan Permohonan
Sepenuhnya | Sebagian yang Ditolak Rahasia Belum Dikuasai/ Lainnya
Selesai

Perkara & Putusan

Kepegawaian

Pengawasan &
Pendispilinan

Anggaran & Aset

Lainnya

Total****

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan

** Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan
diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak)

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta terkasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik
namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau alasan lain.

***x Jumlah total dari masing-masing kolom.



D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

LAMPIRAN XII

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor
Tanggal

1 1-144/KMA/SK/1/2011
: 5 Januari 2011

Tanggapan Atasan

Penyelesaian
Sengketa ke Komisi

Hasil Mediasi di Komisi

Status Putusan Komisi Informasi*****

** | XFx%%
Jenis Informasi Jumlah PPID atas Keberatan Informasi* Informasi
Pemohonan Menguatan
*
NG Menerima | Menolak Berhasil Gagal I\I/Dlenguat_kan Pemohon
engadilan .
Informasi
Perkara &
Putusan
Kepegawaian

Pengawasan &
Pendispilinan

Anggaran & Aset

Lainnya

TO t al kkkkkk

*Diisi dengan jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID
** Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi

***Diisi dengan jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan pengelesaian sengketa ke Komisi Informasi

**** Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal

**xxx Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.

*xxexx Jumlah total dari masing-masing kolom.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan]

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.

[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan]






